Menimbang :

PERBEKEL BONOANCINA
KABUPATEN BULELIENQ
PERATURAN DESA BONQANCINA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANQ

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DIESA

a,

TAHUN ANGQARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANQ MAHA SA
PEBEKEL BONOQANCINA,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagal wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbukan
dan bertanggung jawab untuk sebesa r-besarnya kemakmuran
masyamknf Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa Tahun
Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan  kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan
masyarakat Desa dan penanggulangan beneana Dean
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian
sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur, dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
ckuanahurufackuxhurufb,pcﬂutncncuuﬂqu\Pcnuurunl)vm\

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2025; '



Mengingat : 1.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Tndonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 6914);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 100 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 590);



7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingpal,

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanjn
Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah  Kabupaten
Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);

9. Peraturan Desa Bongancina Nomor 05 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa

Bongancina Tahun 2024 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGANCINA
dan
PERBEKEL BONGANCINA

MEMUTUSKAN :

i
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
| BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

|
i
i
i
i
|
1

dengan perincian sebagai berikut :

3 1. Pendapatan Desa Rp. 2.523.052.757,94
‘ 2. Belanja Desa Rp. 2.756.703.856,60
1

“: Surplus/(Defisit) Rp. (233.651.098,66)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan  Rp. 233.651.098,66
| b. Pengeluaran Pembiayaan  Rp. .
e Selisih Pembiayaan (a-b) }#?*p“.w 1 233.651 .()."58,.66




Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. struktur rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. daftar penyertaan modal;
c. daftar dana cadangan ; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun

anggaran sebelumnya.

Pasal 4
Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan

operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
sesuai dengan kewenangan Desa.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
‘menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
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g Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat meng tahui. memerintahkan
3 pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

E Bongancina.

e

Diundangkan di Bongancina




BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
Nomor : 910/428/ XIl / 2024
Nomor : 910/ 2.7/ X1l /2024

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA BONGANCINA
TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025
DESA BONGANCINA

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan desember Tahun dua ribu dua puluh empat
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dewa Made Sariana . Perbekel Desa Bongancina dalam hal ini

2.

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Bongancina selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

| Dewa Ketut Darmawan D.P. : Ketua BPD Desa Bongancina dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Bongancina selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1.

PIHAK PERTAMA telah memperbaiki Rancangan Peraturan Desa Tentang
APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana hasil evaluasi Camat Busungbiu
yang tertuang pada Surat Keputusan Camat No : 100/47/C.BSB/2024 tertanggal
30 Desember 2024 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan
menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan
Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan
Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023.

PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa

Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang
APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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APBDes TAH

DAFTAR HADIR ACARA RAPAT PENETAPAN

UN ANGGARAN 2024 DESA BONGANCINA
TANGGAL : 30 DESEMBER 2024

NO | NAMA JABATAN AR BN
1. | Dewa Made Sariana Perbekel W
I (A
2. | 1 Dewa Ketut Darmawan D.P Ketua BPD W
3. | 1 Dewa Made Mertayasa Wakil Ketua BPD |
|
4. | Desak Made Srirahayuni Sekretaris BPD A)h %»4
5. | Dewa Ketut Sumadana Anggota
70
6. | Gst Putu Ardika Erawan Anggota
7. | 1 Dewa Ketut Sukariawan Sekdes
8. | Made Dwi Mahayanto Bendahara (&
9. | I Gede Nuyasa Kasi Pemerintahan %
10. | I Dewa Putu Purnamayasa Kasi Pelayanan %Ag‘
. . /
11. | I Dewa Putu Ngurah Siadnya Kasi Kesra ,
12. | Putu Pande Mahardiyasa Kaur Perencanaan /g
13. | Komang Sukerti Kaur umum %
Va\
14. | Nvomas Bast Kelian Banjar s
’ P Dinas Batukapal




Kelian Banjar

15. | Dewa Ketut Adiwidnyana Dinas ﬁ
Pangkungkunyit /
Kelian Banjar
16. | Dewa Putu Wiriatna Dinas %
Bongancinakaja
17. | Dewa Komang Triyoga Tenaga Kearsipan @}
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KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BONGANCINA KECAMATAN BUSUNGEIU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 2§ TAHUN 2024
TENTANG
KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA
TENTANG APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGANCINA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran

. Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025 dapat dikelola berdasarkan azas-azas
transparan, akuntabel, partisipatif perlu diatur
dengan Peraturan Desa;

b. bahwa Badan Pemusywaratan Desa telah
melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan
Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun
Anggaran 2025 sebagaimana hasil evaluasi
Camat;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa tentang Kesekapatan Penetapan Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

B i vsncs: DPasuathelils Tadrnoamala Bl oo ww #Mm e a4



peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
l‘,cmharnn Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahhun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Peraturan Menteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 590);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024
tentang Petunjuk Operasional ata Fokus Pengunaan
Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
Peraturan Desa Bongancina Nomor 05 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025

(Lembaran Desa Bongancina Tahun 2024 Nomor 05);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 0025 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran

pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan ditetapkan oleh
Perbekel.

: Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Disepakati di Bongancina
pada Tanggal : 30 Desember 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

v ——



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU

Jnlin Amerta Desa Busunghiu
TIELIY FAX (0362) 3761) 321
Ilugeynhoo,cotn Website:busunghiu bulelengkab g5 32

KEEPUTUSAN CAMAT BUSUNGBIU
NOMOR: 100/ 47 /C.13SB/2024

TENTANG
LAPORAN HASIL BVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

ANQGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BONGANCINA
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT BUSUNGBIU,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan
disepakati  oleh Pemerintah Desa  dan Badan
Permusyawaratan Desa sccara terbuka, bertanggung
jawab untuk sehesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

telah disepakati selambat-lambat (3) hari disampaikan

Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;

c. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Bongancina Nomor
145/468/XI11/2024 tanggal 19 Desember 2024 Perihal
Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bongancina
Tahun 2025, telah dilaksanakan evaluasi rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Bongancina Tahun 2025 oleh Tim Evaluasi
Kecamatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Bongancina Tahun 2025;
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Undang Nomor 6 Tahun 2014 sentang Dese emiiarzin
Negurs Republic Indonesiz Tzhun 2024 Neomer 77
Tambuhan lembaran  Negarz Hesstuen Repolix
Indonesia Nomor 6914j;

Peraturan Pemerintsh Nomor 42 Tazhun 2004 temmars
Peraturan Pelaksanzan Undang-Undang Nomer £ Tz
2014 tentang Dess (Lembzrzn Negarz Reputliz noonssiz

Tahun 2014 Nomor 123, Tambzshan Lembarzn Negarz

Republik  Indonesiz Nomor 5329 sebzgaimanz 220
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Pemerintah Nomor 11 Tzhun 2021 tentzng Perulesen
Kedua atas Peraturan Pemerintzh Nomor 42 Tzmun 201+

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negarz Republik

Indonesia Tahhun 2019 Nomor 41, Tambahan LemSasz
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 temiz=ng
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negarz
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100 Tzmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negarz
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 {‘Jomor 569);

Peraturan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan  dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 590);
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